
Pemkab Barito Utara raih WTP Keenam 

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berhasil meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) keenam dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah atas 

laporan keuangan 2019. Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI 

Provinsi Kalteng Ade Iwan Ruswana melalui konferensi video di Palangka Raya, Rabu. 

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. 

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2019, BPK RI memberikan opini WTP keenam 

kalinya kepada Kabupaten Barito Utara.  

Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. 

Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, Wakil Bupati Sugianto 

Panala Putra, Sekda Jainal Abidin dan Kadis Kominfosandi M Iman Topik mengikuti video 

konferensi dengan BPK RI dari Muara Teweh, Rabu (20/5/2020). Dalam pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan di beberapa kabupaten terkait 

sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Diantaranya pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, rekening milik Pemerintah Daerah 

belum seluruhnya ditetapkan dengan keputusan kepada daerah sehingga terdapat saldo rekening yang 

belum disajikan di dalam laporan keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pada BUMN 

yang cenderung merugi dan membebani keuangan daerah, pemerintah daerah belum sepenuhnya 

berkoordinasi dengan PLN terkait setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN. 

“BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan 

(stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik,” 

katanya. Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang sudah berkerja sama untuk mempertahankan dan meraih kembali opini WTP keenam kalinya.  

“Diharapkan semua pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan dan memacu laporan 

keuangannya, terutama masalah aset, mengingat titik utama penilaian BPK RI terletak pada 

pengelolaan aset daerah,” kata Nadalsyah. 

Sumber berita: 

1. https://kalteng.antaranews.com/, Pemkab Barito Utara raih WTP keenam, 21 Mei 2020; 

2. Kalteng Pos, Batara Raih WTP Ke-6, 22 Mei 2020. 

Catatan Berita: 

• Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006) 



• Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006) 

• Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.  

(2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan. 

• Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara 

meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan 

menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas 

kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas 

aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan 

rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan 

kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

• Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk 

menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK 

melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut 

mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan 

pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut 

bebas dari kesalahan penyajian material. 

Dasar hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 

2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

 

 

 

 

 

 


